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selaku praktikan; 

2. Nabi besar Muhammad SAW atas syafaat dan kecintaan terhadap 
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3. Kedua orang tua dan keluarga besar yang telah memberikan doa, serta 

dukungan moril maupun materil; 
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5. Ibu Nuramalia Hasanah, SE., M.Ak., selaku Koordinator Program Studi 

S1 Akuntansi Fakutas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta; 

6. Indah Muliasari, SE.Akt, M.Ak., selaku dosen pembimbing yang telah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang PKL 

Pada zaman perkembangan teknologi dan pertumbuhan ekonomi, 

memerlukan peningkatan mutu dan kualitas sumber daya manusia yang dapat 

diandalkan. Perkembangan teknologi yang kini merambah di seluruh lapisan 

masyarakat memang sangat membantu dalam segala bidang. Banyaknya 

mesin-mesin yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia untuk 

dapat menghasilkan barang yang berkualitas yang tak kalah dengan 

pembuatan manual oleh manusia. Tetapi hal ini bukan hanya membuat 

pemerintah dan masyarakat merasa lega, namun dapat menjadi masalah baru 

yang belum dapat terselesaikan hingga saat ini. Masalah tersebut semakin 

rumit dan semakin banyak pula masyarakat yang menyandang status sebagai 

pengangguran. 

Pengangguran dapat disebabkan karena jumlah lapangan kerja yang 

tersedia lebih kecil daripada jumlah pencari kerja dan kompetensi pencari 

kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Serta kurang efektifnya informasi pasar 

kerja bagi para pencari kerja. Jika masalah pengangguran dibiarkan berlarut-

larut maka sangat besar kemungkinannya untuk mendorong suatu krisis sosial. 

Bukan hanya menimpa para pencari kerja yang baru lulus sekolah dan kuliah 

melainkan juga menimpa orangtua yang kehilangan pekerjaan karena kantor 

dan pabriknya tutup. Indikator masalah sosial bisa dilihat dari begitu 
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banyaknya anak-anak yang mulai turun ke jalan. Mereka adalah generasi yang 

kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan maupun pembinaan yang 

baik. Kemudian semakin rumit ketika terjadinya krisis ekonomi pada 

pertengahan 1997 membuat kondisi ketenagakerjaan Indonesia ikut 

memburuk. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia juga tidak pernah 

mencapai 7- 8 persen. Padahal, masalah pengangguran erat kaitannya dengan 

pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi ada, otomatis penyerapan 

tenaga kerja juga ada. Setiap pertumbuhan ekonomi satu persen, tenaga kerja 

yang terserap bisa mencapai 400 ribu orang. Jika pertumbuhan ekonomi 

Indonesia hanya 3-4 persen, tentunya hanya akan menyerap 1,6 juta tenaga 

kerja, sementara pencari kerja mencapai rata-rata 2,5 juta pertahun. Maka, 

pada setiap tahun pasti ada sisa pencari kerja yang tidak memperoleh 

pekerjaan dan menimbulkan jumlah pengangguran di Indonesia semakin 

bertambah. 

Banyaknya lembaga pendidikan atau universitas menerapkan suatu 

sistem yang dapat menciptakan tenaga kerja yang handal dan siap pakai dalam 

mengaplikasikan ilmunya di lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi 

tingkat pengangguran di Indonesia. Maka, dalam mengaplikasikan 

pengetahuannya mahasiswa diberi kesempatan untuk melakukan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) ke perusahaan. 

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini merupakan langkah awal bagi 

mahasiswa untuk memasuki dan merasakan bagaimana dunia kerja yang 

sebenarnya, serta mahasiswa dapat mengakomodasikan antara konsep-konsep 



3 

 

 
 

atau teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan kenyataan operasional di 

lapangan kerja yang sesungguhnya sehingga pengetahuan yang diterima akan 

semakin meningkat. 

Praktik Kerja Lapangan merupakan penerapan pelajaran yang sudah ada 

di lingkungan fakultas, kemudian dipraktekkan di lapangan dalam hal ini 

dunia kerja yang sebenarnya. Kemudian Praktik Kerja Lapangan juga 

merupakan salah satu mata kuliah dan syarat untuk mendapatkan gelar Ahli 

Madya atau Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

Untuk jangka waktu pelaksanaan PKL minimal selama 40 hari kerja. Program 

yang telah direncanakan pihak universitas untuk dapat menghasilkan dan 

menciptakan hubungan timbal balik antar dunia usaha sebagai pencipta 

kesempatan kerja dengan dunia pendidikan sebagai penyedia tenaga kerja 

terdidik. Kemudian dengan adanya PKL ini dapat menjadi suatu pembelajaran 

dengan cara memperkenalkan mahasiswa dengan dunia kerja kantor yang 

diperkenalkan secara langsung oleh orang yang sudah berpengalaman di 

dalam kantor tersebut. Selain itu juga PKL diharapkan agar mahasiswa benar-

benar mengerti tentang tanggung jawab yang harus dilaksanakan dalam dunia 

kerja. 

Sebagai seorang mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta, praktikan juga dituntut untuk melaksanakan PKL. 

Praktikan diberikan kesempatan untuk melaksanakan PKL di Direktorat 

Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat yang berlokasi di Jalan Raden Patah I, Kebayoran Baru, 
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Jakarta Selatan. Dalam hal ini, praktikan ditempatkan pada bagian Satuan 

Kerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan yang dilaksanakan selama 

40 hari kerja.        

      

B. Maksud dan Tujuan PKL 

Adapun maksud dari pelaksanaan PKL yang dilakukan praktikan 

adalah: 

1. Memenuhi salah satu mata kuliah PKL dan merupakan syarat kelulusan S1 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Negeri Jakarta; 

2. Mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan berlangsung 

khususnya mengenai ilmu akuntansi; 

3. Mempelajari secara langsung kondisi dunia kerja yang sebenarnya di 

perusahaan, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pembiayaan 

Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

Adapun tujuan dari pelaksanaan PKL yang dilakukan praktikan adalah: 

1. Menambah dan meningkatkan keterampilan praktikan serta keahlian 

dibidang praktik; 

2. Memberikan pengalaman secara langsung sehingga dapat mengaplikasikan 

ilmu yang diperoleh selama perkuliahan; 

3. Melatih praktikan untuk lebih siap bersaing dalam dunia kerja yang 

sebenarnya; 

4. Menambah wawasan bagi praktikan, khususnya mengenai ilmu akuntansi. 
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C. Kegunaan PKL 

Setelah melaksanakan PKL, ada beberapa kegunaan yang didapatkan 

oleh praktikan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta sebagai tempat 

praktikan menuntut ilmu, dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai tempat 

praktikan dalam melaksanakan PKL. 

Adapun kegunaan PKL tersebut adalah: 

1. Bagi praktikan: 

a. Mengetahui perbedaan antara lingkungan kerja yang sebenarnya 

dengan lingkungan perkuliahan; 

b. Menjalin tali silaturahmi antara praktikan dan Direktorat Jenderal 

Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat; 

c. Mendapatkan pembelajaran untuk menjadi tenaga kerja yang memiliki 

keahlian profesional, khususnya mengenai ilmu akuntansi; 

d. Melatih praktikan untuk bersikap disiplin, bekerja secara kreatif dan 

dapat diandalkan. 

2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta: 

a. Memperkenalkan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta di 

perusahaan tempat pelaksanaan PKL; 

b. Menciptakan lulusan yang dapat diandalkan dan dapat bersaing dalam 

dunia kerja yang sangat ketat; 
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c. Memberikan kesempatan kepada praktikan agar dapat merasakan 

kondisi dunia kerja yang sebenarnya. 

3. Bagi Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat: 

a. Membina hubungan baik dengan praktikan dan  Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta; 

b. Dengan adanya praktikan, setidaknya dapat sedikit membantu 

meringankan tugas-tugas karyawan. 

 

D. Tempat PKL 

Praktikan melaksanakan kegiatan PKL di instansi pemerintahan yang 

bergerak di bidang pembiayaan perumahan yaitu: 

Nama Instansi : Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian  

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Alamat  : Jalan Raden Patah I No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta 

Selatan 12110 

Telepon : (021) 7245751, 7226601, 7200793 

Website : http://pembiayaan.pu.go.id/ 

Praktikan memilih Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai tempat 

pelaksanaan PKL karena praktikan ingin mengetahui lebih banyak mengenai 

sistem keuangan yang digunakan pada instansi pemerintahan.  Praktikan 

ditempatkan pada Satuan Kerja (Satker) Pembiayaan Perumahan, meskipun 

http://pembiayaan.pu.go.id/


7 

 

 
 

pada awalnya praktikan mengajukan untuk ditempatkan pada bagian 

keuangan dan umum. 

 

E. Jadwal dan Waktu PKL 

Kegiatan PKL dilaksanakan selama 45 hari kerja yang dimulai tanggal 

20 Juni - 26 Agustus 2016. Pelaksanaan PKL dimulai dari Hari Senin - Jumat 

dengan jam kerja mulai dari 08.00 - 16.30 WIB. Kemudian untuk kegiatan 

PKL dilaksanakan ketika libur semester. 

Terdapat tiga tahap dalam pelaksanaan PKL bagi praktikan adalah: 

1. Tahap Persiapan 

Sebelum kegiatan PKL, praktikan mulai bertanya-tanya kepada 

mahasiswa yang sudah terlebih dahulu melaksanakan PKL. Lalu mencari tahu 

mengenai beberapa perusahaan/ instansi yang dapat menerima praktikan. 

Kemudian praktikan menyerahkan CV ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Cilandak dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selanjutnya, praktikan ke BAAK 

untuk mengurus surat permohonan PKL dan mengirim surat tersebut ke 

perusahaan/ instansi yang bersangkutan. Setelah itu praktikan mendapatkan 

persetujuan dari Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang bersedia menerima praktikan 

untuk melaksanakan PKL selama 45 hari kerja. 
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2. Tahap Pelaksanaan 

Pada hari pertama PKL yaitu tanggal 20 Juni 2016 praktikan memulai 

kegiatan PKL di Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dimulai dari Hari Senin-  

Jumat dengan jam kerja mulai dari 08.00 - 16.30 WIB. Ketika bulan 

Ramadhan, praktikan memulai kerja dari Hari Senin -  Jumat dengan jam kerja 

mulai dari 08.00 - 15.00 WIB. Praktikan melaksanakan PKL sampai dengan 

tanggal 26 Agustus 2016. Pada awalnya praktikan melaksanakan kegiatan 

PKL pada tanggal 13 Juni 2016, namun dikarenakan pada tanggal tersebut 

praktikan masih melaksanakan Ujian Akhir Semester (UAS), maka praktikan 

mengundurkan tanggal untuk melaksanakan kegiatan PKL. 

 

3. Tahap Pelaporan 

Menyusun laporan PKL oleh praktikan merupakan salah satu 

persyaratan kelulusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta. Penulisan laporan PKL dimulai dari pengumpulan data-data praktikan 

melaksanakan kegiatan PKL hingga praktikan menyelesaikan kegiatan PKL di 

Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat. Kemudian laporan PKL ini disusun pada bulan 

September – Desember 2016.  
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

 

A. Sejarah Perusahaan 

Pada tahun 2014, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Republik Indonesia merupakan gabungan dari Kementerian Pekerjaan 

Umum Republik Indonesia dan Kementerian Perumahan Rakyat Republik 

Indonesia. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik 

Indonesia (disingkat Kemenpupera RI) adalah kementerian dalam Pemerintah 

Indonesia yang membidangi urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat. 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Republik Indonesia Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik 

Indonesia yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Republik Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan 

di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden 

dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.  

Pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2000, Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia bernama "Departemen 

Permukiman dan Pengembangan Wilayah"  dan pada tahun 2000 sampai 

dengan tahun 2004 bernama "Departemen Permukiman dan Prasarana 

Wilayah". Kemudian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pekerjaan_umum&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perumahan_rakyat&action=edit&redlink=1
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Republik Indonesia berada di bawah naungan Presiden dan bertanggung jawab 

kepada Presiden. Pada tanggal 27 Oktober  2014, Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dipimpin oleh seorang 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia yang 

dijabat oleh Basuki Hadimuljono. 

Kementerian Perumahan Rakyat, yang dahulu bernama Departemen  

Permukiman memiliki 1 Sekretariat Jenderal dan 4 Deputi atau sekarang 

disebut dengan nama Direktorat yang terdiri dari Deputi Pembiayaan 

Perumahan, Deputi Swadaya, Deputi Kawasan, Deputi Formal. Ketika Susilo 

Bambang Yudhoyono menjadi Presiden, Deputi Pembiayaan Perumahan 

diubah menjadi Direktorat Pembiayaan Perumahan yang mempunyai program 

berupa kebijakan seperti Rancangan Undang-Undang. Lalu, Deputi Swadaya, 

Deputi Kawasan, Deputi Formal digabung menjadi 1 Direktorat yang bernama 

Direktorat Penyediaan Perumahan yang mempunyai beberapa program berupa 

fisik seperti rumah tapak, PSU (fasilitas umum), rusunawa (rumah susun 

sewa), dan rusunami (rumah susun milik). 

Saat ini, kantor pusat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Pattimura 20, Kebayoran 

Baru, Jakarta Selatan mempunyai 6 Direktorat yaitu Direktorat Pembiayaan 

Perumahan, Direktorat Penyediaan Perumahan, Direktorat Sumber Daya Air, 

Direktorat Cipta Karya, Direktorat Bina Marga, dan Direktorat Bina 

Konstruksi. 

https://id.wikipedia.org/wiki/27_Oktober
https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Menteri_Pekerjaan_Umum_dan_Perumahan_Rakyat_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Basuki_Hadimuljono
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Direktorat Pembiayaan Perumahan berfokus pada Masyarakat Miskin 

yang mempunyai penghasilan dibawah Rp 4.000.000,- dan Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah  yang mempunyai penghasilan sekitar Rp 4.000.000,- 

sampai dengan Rp7.000.000,-. Tujuannya adalah agar mereka mempunyai 

rumah yang layak untuk menjadi tempat tinggal. Kemudian ada beberapa 

program yang diadakan oleh Direktorat Pembiayaan Perumahan dengan 

adanya Bantuan Uang Muka (BUM), Kredit Konstruksi (KK), Subsidi Selisih 

Bunga (SSB), Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dan Hibah. 

Dimana BUM merupakan bantuan pembayaran uang muka bagi masyarakat, 

KK seperti pemerintah akan memberikan sejumlah dana untuk merenovasi 

rumah masyarakat saat terjadi bencana. Lalu SSB merupakan bantuan 

membayar sebagian bunga dari kredit pembayaran rumah, FLPP adalah 

bantuan pemerintah kepada masyarakat untuk meminjamkan uang melalui 

bank dengan tingkat bunga yang cukup rendah dan untuk jenis bantuan hibah 

direncanakan akan diterapkan pada tahun depan. 

Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (UU TAPERA) 

merupakan salah satu program yang baru saja mendapatkan persetujuan dari 

pemerintah, dimana program tersebut mewajibkan setiap karyawannya untuk  

menyisihkan sebagian uang dari gaji yang diperolehnya agar dapat memiliki 

sebuah rumah. Dan pada saat karyawan tersebut telah memiliki rumah dan 

pensiun, maka tabungan tersebut dapat diambil kembali oleh pihak yang 

bersangkutan. Selain itu, pada tahun 2016, Direktorat Pembiayaan Perumahan 

bekerja sama dengan Direktorat Penyediaan Perumahan selaku pihak yang 
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membangun rumah mencanangkan proyek terbaru yaitu Program Sejuta 

Rumah yang tersebar di seluruh Indonesia. 

1. Nama dan Logo 

Arti simbolis dari logo Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Republik Indonesia yaitu: 

 Baling - baling 

Dimana baling - baling menggambarkan dinamika berdaun 3 yang 

merupakan segitiga berdiri tegak lurus. Segitiga tersebut menggambarkan 

stabilitas. Sehingga secara keseluruhan menggambarkan dinamika yang stabil 

dan stabilitas yang dinamis.  

 Bagian daun baling - baling yang mengarah keatas 

Bagian ini menggambarkan penciptaan ruang. 

 Bagian lengkungnya dari daun baling – baling 

Bagian ini menggambarkan perlindungan untuk ruang kerja tempat 

tinggal bagi manusia. 

 Bagian daun baling - baling yang mengarah ke kiri dengan bagian 

lengkungnya yang telungkup 

Bagian ini menggambarkan penguasaan bumi dan alam serta usaha  

sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Garis horizontal menggambarkan 

bentang jalan atau jembatan diatas sungai sebagai usaha untuk pembukaan dan 

pembinaan daerah. 
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 Bagian daun baling - baling yang mengarah ke kanan dengan bagian 

lengkungnya yang terlentang 

Bagian ini menggambarkan usaha pengendalian dan penyaluran yang 

bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Garis horizontal 

menggambarkan bentang jalan atau jembatan diatas sungai sebagai usaha 

untuk pembukaan dan pembinaan daerah. 

 Baling-baling dengan 3 daun 

Bagian ini menggambarkan tiga unsur kekaryaan Departemen 

Pekerjaan Umum yaitu Tirta, Wisma (Cipta), dan Marga. Trilogi Departemen 

Pekerjaan Umum yaitu Bekerja Keras, Bergerak Cepat, dan Bertindak Tepat. 

 Lambang PU 

Lambang PU menggambarkan fungsi dan peranan Departemen 

Pekerjaan Umum dalam pembangunan dan pembinaan prasarana guna 

memanfaatkan bumi dan air serta kekayaan alam bagi kemakmuran rakyat 

yang berlandaskan Pancasila. 

 Warna 

Warna kuning yang merupakan warna dasar dari logo ini 

menggambarkan keagungan yang mengandung arti Ketuhanan Yang Maha 

Esa, Kedewasaan, dan Kemakmuran. Sedangkan warna biru kehitam-hitaman 

menggambarkan Keadilan Sosial, Keteguhan Hati, Kesetiaan pada Tugas, dan 

Ketegasan Bertindak. Warna yang terbentuk dari warna dasar dan kikisan 

baling-baling membentuk huruf P dan U. 
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2. Lokasi Perusahaan 

Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia berlokasi di Jalan Raden 

Patah I No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110. 

3. Visi dan Misi Perusahaan 

 Visi Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia yaitu: 

“Mewujudkan Sistem Pembiayaan Perumahan Jangka Panjang yang 

Berkelanjutan, Efisien, dan Akuntabel”. 

 Misi Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia yaitu: 

- Mengembangkan skema - skema bantuan pembiayaan perumahan 

sebagai upaya meningkatkan keterjangkauan MBR untuk menempati 

hunian yang layak. 

- Meningkatkan jumlah lembaga keuangan yang mendapat fasilitas 

bantuan pembiayaan perumahan, sebagai upaya memperluas akses 

MBR untuk mendapatkan KPR. 

- Mendorong pemanfaatan sumber - sumber pembiayaan, khususnya 

pembiayaan jangka panjang, sebagai upaya menciptakan sistem 

pembiayaan yang berkelanjutan. 

- Mendorong dan meningkatkan investasi pembangunan perumahan dan 

kawasan permukiman. 
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- Meningkatkan peran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan 

lainnya dalam pembiayaan perumahan.  

 

B. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi di suatu perusahaan adalah suatu hal yang sangat 

penting, dimana fungsinya sebagai pembagian berupa tugas dan  wewenang 

agar seluruh kegiatan operasional dapat berjalan dengan lancar dan sesuai 

dengan lancar.  

Pimpinan tertinggi pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Republik Indonesia adalah Menteri, Menteri didampingi oleh 

Inspektorat Jenderal yang mempunyai Setitjen dan 5 bagian dan Sekretariat 

Jenderal mempunyai 7 biro. Kemudian, Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Republik Indonesia tersusun atas 6 Direktorat yaitu 

Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Direktorat Jenderal Penyediaan 

Perumahan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Sumber 

Daya Air, Direktorat Jenderal Cipta Karya, dan Direktorat Jenderal Bina 

Konstruksi. Masing-masing Direktorat terdiri atas Setditjen dan beberapa Sub 

Direktorat. Selain itu, Kementerian PUPR RI tersusun atas 3 Badan yaitu 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pengembangan 

Infrastruktur Wilayah, dan Badan Penelitian dan Pengembangan. Masing-

masing Badan terdiri atas Setditjen dan beberapa Sub Badan. Lalu ada 

berberapa Badan yaitu Badan Pusat Data dan Teknologi Informasi.  
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Pimpinan tertinggi Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan 

Kementerian PUPR RI adalah Direktur Jenderal dan berada dibawah pimpinan 

Menteri PUPR RI. Pada Sekretariat Direktorat Jenderal tersusun atas 4 Bagian 

yaitu Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Bagian Kepegawaian, 

Organisasi, dan Tata Ruang, Bagian Anggaran dan Evaluasi, dan Bagian 

Keuangan dan Umum. Serta tersusun pula 5 Direktorat pada Direktorat 

Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR RI yaitu Direktorat 

Perencanaan Pembiayaan Perumahan, Direktorat Pola Pembiayaan 

Perumahan, Direktorat Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan, 

Direktorat Bina Sistem Pembiayaan Perumahan, dan Direktorat Evaluasi 

Bantuan Pembiayaan Perumahan. Serta terdapat pula  Kelompok Jabatan 

Fungsional yaitu Satuan Kerja. Adapun Struktur organisasi Direktorat 

Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR RI pada lampiran 8. 

Berdasarkan struktur organisasi Direktorat Jenderal Pembiayaan 

Perumahan Kementerian PUPR RI, berikut  adalah tugas masing-masing 

bagian: 

1. Sekretariat Direktorat Jenderal 

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas untuk melaksanakan 

pengelolaan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Direktorat 

Jenderal. Dalam Sekretariat Direktorat Jenderal tersusun atas 4 bagian, yaitu 

Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana, Bagian Anggaran dan 
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Evaluasi, Bagian Keuangan dan Umum, dan Bagian Hukum dan Komunikasi 

Publik. 

2. Direktorat Perencanaan Pembiayaan Perumahan 

Direktorat Perencanaan Pembiayaan Perumahan mempunyai tugas 

untuk melaksanakan koordinasi dan penyusunan standar dan keterpaduan 

perencanaan, strategi pembiayaan dan analisis pasar perumahan, kemitraan, 

pengelolaan data dan informasi, serta pemantauan dan pelaporan di bidang 

pembiayaan perumahan. Dalam Direktorat Perencanaan Pembiayaan 

Perumahan tersusun atas 5 bagian, yaitu Bagian Standar dan Keterpaduan 

Perencanaan, Bagian Strategi Pembiayaan dan Analisa Pasar Perumahan, 

Bagian Kemitraan, Bagian Data dan Informasi, dan Bagian Pemantauan dan 

Pelaporan. 

3. Direktorat Pola Pembiayaan Perumahan 

Direktorat Pola Pembiayaan Perumahan mempunyai tugas untuk 

melaksanakan persiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di 

bidang pengembangan pola pembiayaan perumahan. Dalam Direktorat Pola 

Pembiayaan Perumahan tersusun atas bagian Tata Usaha dan 4 bagian, yaitu 

Bagian Perencanaan dan Pelaporan, Bagian Pola dan Pembiayaan Rumah 

Umum, Bagian Pola Pembiayaan Rumah Swadaya dan Mikro Perumahan, dan 

Bagian Pola Investasi Perumahan. 
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4. Direktorat Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan 

Direktorat Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan mempunyai 

tugas untuk melaksanakan penyiapan pendayagunaan sumber pembiayaan 

perumahan. Dalam Direktorat Pendayagunaan Sumber Pembiayaan 

Perumahan tersusun atas bagian Tata Usaha dan 4 bagian, yaitu Bagian 

Perencanaan dan Pelaporan, Bagian Sumber Pembiayaan Primer, Bagian 

Sumber Pembiayaan Sekunder, dan Bagian Tabungan Perumahan dan 

Pembiayaan Lainnya. 

5. Direktorat Bina Sistem Pembiayaan Perumahan 

Direktorat Bina Sistem Pembiayaan Perumahan mempunyai tugas 

untuk melaksanakan persiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di 

bidang pembiayaan perumahan. Dalam Bina Sistem Pembiayaan Perumahan 

tersusun atas bagian Tata Usaha dan 4 bagian, yaitu Bagian Perencanaan dan 

Pelaporan, Bagian Pembiayaan Wilayah I, Bagian Pembiayaan Wilayah II, 

dan Bagian Pembiayaan Wilayah III. 

6. Direktorat Evaluasi Bantuan Pembiayaan Perumahan 

Direktorat Evaluasi Bantuan Pembiayaan Perumahan mempunyai tugas 

untuk melaksanakan persiapan pengendalian pelaksanaan kemudahan dan 

bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 

Dalam Evaluasi Bantuan Pembiayaan Perumahan tersusun atas bagian Tata 

Usaha dan 4 bagian, yaitu Bagian Evaluasi Wilayah I, Bagian Evaluasi 

Wilayah II, Bagian Evaluasi Wilayah III, dan Bagian Evaluasi Wilayah IV. 
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Kemudian struktur organisasi Satuan Kerja Direktorat Jenderal 

Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR RI, tersusun Atasan Langsung 

Kuasa Pengguna Anggaran, Kepala Kuasa Pengguna Anggaran, PPK 

Operasionalisasi Dukungan Manajemen Pembiayaan Perumahan, PPK 

Kebijakan Pembiayaan Perumahan, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penanda 

Tangan Surat Perintah Membayar, KAUR Perencanaan dan Pelaporan, KAUR 

Pelaksanaan dan Umum, Pelaksana UAKPA/B, dan Petugas Pengelola 

Administrasi Belanja Pegawai (PPABP). Adapun struktur organisasi Satuan 

Kerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan pada lampiran 9. 

Berdasarkan struktur organisasi Satuan Kerja Direktorat Jenderal 

Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR RI, berikut  adalah tugas dan 

tanggung jawab masing-masing bagian: 

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 

Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas berupa memimpin 

pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan dan tertuang dalam DIPA, 

menyusun dan menetapkan rencana kerja Satker, melaksanakan kegiatan 

sesuai yang tercantum dalam DIPA dan RKAKL, memonitor, mengendalikan 

dan mengevalasi pelaksanaan kegiatan, menunjang aspek teknis dan 

administratif kepada semua unit di lingkungan Satker, dan meningkatkan 

kemampuan sumber daya yang menjadi tanggungjawabnya. Lalu, Kuasa 

Pengguna Anggaran juga bertanggung jawab atas realisasi keuangan dan 

pencapaian outcome yang telah ditetapkan terhadap pelaksanaan sistem 

Akuntansi Keuangan/Barang Milik Negara tingkat Unit Satuan Kerja. 
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2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 

Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai tugas berupa menandatangani 

Surat Permintaan Kontrak dan Surat Permintaan Pembayaran. Dan Pejabat 

Pembuat Komitmen juga mempunyai tanggungjawab berupa terhadap 

kebenaran material SPK dan tanda bukti pertanggungjawaban yang sah 

lainnya dan akibat yang timbul dari SPK tersebut, terhadap kerugian keuangan 

negara yang timbul akibat tindakan yang dilakukan, dan terhadap realisasi 

keuangan dan output kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja yang 

ditetapkan dalam DIPA. 

3. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) 

Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar mempunyai tugas 

berupa menerima dan memeriksa kelengkapan berkas SPP serta 

menandatangani SPM. Dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah 

Membayar juga mempunyai tanggung jawab berupa terhadap seluruh kegiatan 

pengujian dan perintah pembayaran yang dilakukan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan, dan terhadap kerugian negara yang timbul akibat 

tindakannya. 

4. Bendahara Pengeluaran 

Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas untuk menyelenggarakan 

pembukuan atas semua transaksi. Dan Bendahara Pengeluaran juga 

mempunyai tanggung jawab atas pengelolaan uang persediaan dan terhadap 

kerugian keuangan negara yang timbul akibat tindakannya. 
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5. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) 

Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) yang 

mempunyai tugas berupa mencatat data kepegawaian secara elektronik dan 

manual yang berhubungan dengan belanja pegawai, termasuk gaji dan 

tunjangan. Dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) 

juga mempunyai tanggung jawab untuk membantu PPK dalam pengelolaan 

administrasi belanja pegawai. 

6. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran 

(UAKPA) 

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran 

mempunyai tugas untuk menyusun laporan realisasi anggaran, neraca, CALK 

yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, serta melakukan 

rekonsiliasi terhadap realisasi anggaran.  

7. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPB) 

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas berupa 

menyusun laporan inventarisasi barang tingkat satker, melakukan rekonsiliasi 

atas laporan barang milik negara, dan membuat Catatan Atas Laporan Barang 

(CALB). Dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran juga mempunyai 

tanggung jawab untuk menyusun Laporan Barang Milik Negara. 
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8. Urusan Perencanaan dan Pelaporan 

Urusan Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas dan bertanggung 

jawab atas pembuatan dan pelaksanaan DIPA/RKAKL, serta menganalisa dan 

mengevaluasi rencana kegiatan disetiap tahunnya. 

9. Urusan Pelaksanaan dan Umum 

Urusan Pelaksanaan dan Umum mempunyai tugas berupa 

menatausahakan Satker, melaksanakan urusan rumah tangga Satker, dan 

memverifikasi pertanggungjawaban Satker. Dan Urusan Pelaksanaan dan 

Umum mempunyai tanggung jawab berupa adanya verifikasi terhadap bukti 

pembayaran, mengatur kerumahtanggaan Satker, dan melakukan administrasi 

perjalanan dinas serta pengelolaan peralatan. 

C. Kegiatan Umum Organisasi 

Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR RI 

adalah salah satu bentuk instansi yang terdapat dalam bidang pemerintahan 

yang kegiatan umumnya yaitu membuat  dan melaksanakan kebijakan pada 

bidang pembiayaan perumahan sesuai dengan ketentuan undang – undang 

yang berlaku. 

Berikut ini merupakan kebijakan dan strategi pembiayaan perumahan 

tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, yaitu: 
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1. Pengembangan Regulasi dan Kebijakan untuk Menciptakan Iklim 

yang Kondusif, berupa: 

 Penyusunan RUU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) atau 

mengintegrasikan Tapera dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). 

 Penyusunan RPP dan Raperpres turunan RUU Tapera. 

 Penyusunan RPP turunan UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 

Kawasan Permukiman. 

 Penyusunan Peraturan Menteri terkait fasilitasi bantuan pembiayaan 

perumahan. 

 

2. Peningkatan Peran Bank BTN yang lebih besar dalam penyaluran 

bantuan pembiayaan perumahan, berupa: 

 Fasilitasi penerbitan peraturan yang dapat mendorong Bank BTN menjadi 

Bank yang focus dalam pembiayaan perumahan. 

 Mendorong penempatan dana Taperum PNS, dana TWP TNI/ Polri di 

Bank BTN. 

 Mendorong penempatan dana Haji, Dana Pensiun, Dana Asuransi dan 

Dana BPJS di Bank BTN. 

 

3. Peningkatan peran perusahaan pembiayaan sekunder perumahan PT 

Sarana Multigriya Finansial (PT SMF), berupa: 

 Peningkatan kerjasama dengan PT SMF dalam rangka peningkatan 

kapasitas stakeholders pembiayaan perumahan. 
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 Mendorong revisi PerPres No. 1 tahun 2008 juncto 19/2005. 

 

4. Penyiapan infrastruktur operasionalisasi Tapera atau integrasi 

tabungan perumahan rakyat ke dalam Sistem Jaminan Sosial 

Nasional, berupa: 

 Pembentukan Badan Pengelola Tapera atau mendorong amandemen UU 

SJSN dan UU BPJS. 

 Pengembangan pemanfaatan dana Tapera untuk memfasilitasi MBR sektor 

informal, penyediaan uang muka dan penyediaan lahan. 

 

5. Penempatan dana jangka panjang pada instrumen keuangan yang 

mendukung pembiayaan perumahan, berupa: 

 Fasilitasi penerbitan peraturan yang dapat mendorong penempatan dana 

Haji, Dana Pensiun, Dana Asuransi, dan Dana BPJS dalam instrumen 

keuangan yang mendukung pembiayaan perumahan. 

 Mendorong penempatan dana Taperum-PNS dan Dana TWP TNI/POLRI 

untuk mendukung pembiayaan perumahan.  

 

6. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang menghuni rumah 

layak melalui Fasilitasi Bantuan Pembiayaan Perumahan (KPR 

FLPP), berupa: 

 Penyaluran bantuan pembiayaan perumahan untuk memfasilitasi 

pembangunan 900.000 unit rumah umum (rumah tapak, sarusunami, dan 
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sewa beli). 

 Penyaluran bantuan pembiayaan perumahan untuk memfasilitasi 

pembangunan 450.000 unit rumah swadaya. 

 Perluasan kerjasama dengan Lembaga Jasa Keuangan dan instansi terkait 

untuk meningkatkan penerbitan KPR FLPP. 

 Pengembangan skema pembiayaan perumahan baik dari sisi demand 

maupun supply (kredit konstruksi). 

 Pengembangan skema bantuan pembiayaan perumahan untuk MBR sektor 

informal. 

 Pengembangan skema dan pemberian bantuan uang muka sebanyak 

476.000 unit untuk kelompok MBR tertentu. 

 Mendorong pembentukan lembaga Multifinance khusus KPR program. 

 Peningkatan kegiatan bimbingan teknis, khususnya kepada Lembaga 

Keuangan Bukan Bank (LKBB) dan Badan Usaha (Pengembang). 

 Pengembangan kelembagaan yang mendukung bantuan pembiayaan 

perumahan untuk MBR sektor informal. 

 Pengembangan skema penjaminan KPR-FLPP Rumah Swadaya. 

 Fasilitasi linkage program antara Lembaga Keuangan Bank / Bukan Bank 

(LKB/LKBB). 

 Pemberdayaan LKB/LKBB. 

7. Peningkatan peran serta pemda dalam pembiayaan perumahan, 

berupa: 

 Peningkatan kegiatan bimbingan teknis kepada Pemda Provinsi, Pemda 
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Kabupaten dan Pemda Kota. 

 Kerjasama dengan beberapa Kota Metropolitan dan Kota Besar dalam 

rangka penyiapan penerbitan obligasi daerah dan penerapan Badan 

Layanan Umum Daerah (BLUD) pembiayaan perumahan. 

 Fasilitasi Pemda dalam identifikasi proyek perumahan yang feasible 

dibiayai melalui obligasi daerah. 

 Fasilitasi penyiapan penerapan BLUD pembiayaan perumahan khususnya 

di kota/ kabupaten yang mempunyai kapasitas fiskal yang memadai. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

A. Bidang Kerja 

Pada saat pelaksanaan PKL di Direktorat Jenderal Pembiayaan 

Perumahan, Praktikan ditempatkan pada bagian Satuan Kerja Direktorat 

Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat RI. Seorang kuasa pengguna anggaran pada bagian Satuan 

Kerja bernama Bapak Irwan Nurwanto, beliau didampimgi oleh Bapak Iwan 

Mursidi dan Bapak I Nyoman Sutama sebagai pejabat pembuat komitmen, 

dimana Bapak Iwan Mursidi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen 1 yang 

memiliki tanggung jawab dalam hal pengeluaran pada Set Direktorat Jenderal 

dan Bapak I Nyoman Sutama sebagai Pejabat Pembuat Komitmen 2 yang 

memiliki tanggung jawab dalam hal pengeluaran pada 5 Direktorat. Kemudian 

Bapak Kadino Trimono sebagai pejabat penandatanganan SPM, Bapak Irwan 

Agus Mulyana sebagai bendahara pengeluaran, Bapak Ervin Supriyanto dan 

Bapak Agung Siswanto sebagai kepala urusan perencanaan dan pelaporan, 

Bapak Jaffri dan  Ibu Rahmawati Waluyaningsing sebagai kepala urusan 

pelaksanaan dan umum, Bapak Sumardi sebagai petugas pengelola 

administrasi belanja karyawan, Ibu Nila Kusumastuti sebagai petugas 

pelaksana unit akuntansi kuasa pengguna anggaran, Bapak Sutrisno sebagai 

petugas pelaksana unit akuntansi kuasa pengguna anggaran/barang, serta para 

staf Satuan Kerja.  
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PKL yang dilakukan oleh Praktikan bertujuan agar Praktikan dapat 

mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan. Dimana 

Praktikan dapat memecahkan masalah yang akan didapatkan selama 

mengerjakan pekerjaan atau tugas yang diberikan. Adapun bidang pekerjaan 

yang dilakukan oleh Praktikan selama melakukan PKL di Direktorat Jenderal 

Pembiayaan Perumahan, yaitu: 

1. Membuat ID Billing melalui aplikasi DJP Online. 

2. Memasukkan data pada Aplikasi Konfirmasi dan Koreksi Penerimaan 

Negara. 

3. Membuat e-spt Pajak Penghasilan pasal 21. 

4. Membuat e-spt Pajak Penghasilan pasal 22. 

5. Membuat e-spt Pajak Penghasilan pasal 23. 

6. Membuat SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai. 

7. Melakukan verifikasi dokumen, rekap belanja barang persediaan dan stock 

opname barang yang akan dihapuskan. 

 

B. Pelaksanaan PKL 

Dalam pelaksanaan PKL di Direktorat Jenderal Pembiayaan 

Perumahan, praktikan diharapkan dapat memahami aplikasi yang akan 

membantu praktikan dalam melaksanakan tugas saat PKL berlangsung. Pada 

tanggal 20 Juni sampai dengan 26 Agustus 2016 praktikan ditempatkan pada 

bagian Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, praktikan 
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dituntut untuk bersikap teliti dengan keuangan atau anggaran pada Satuan 

Kerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan.  

Pada hari pertama PKL, praktikan bertemu dengan Bapak Tris sebagai 

Kasubag Umum, kemudian beliau memberitahukan mengenai pakaian dan 

waktu masuk dan keluar kantor. Selanjutnya, praktikan bertemu dengan Bapak 

Toto sebagai Kabag Umum dan Keuangan, beliau juga memberitahukan 

mengenai gambaran SAP secara umum. Lalu, praktikan bertemu dengan Ibu 

Nila sebagai Kasubag Verifikasi dan Pelaporan dan Petugas Pelaksana Unit 

Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran di Satuan Kerja Direktorat Jenderal 

Pembiayaan Perumahan. Selain itu, dikarenakan praktikan akan melaksanakan 

PKL di Satuan Kerja, maka praktikan juga bertemu dengan Bapak Irwan 

sebagai kuasa pengguna anggaran pada bagian Satuan Kerja dan beliau juga 

memperkenalkan seluruh staf Satuan Kerja. 

Satuan Kerja adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian 

Negara yang yang membiayai seluruh kegiatan operasional di Direktorat 

Jenderal Pembiayaan Perumahan dan juga memiliki tugas untuk menerima 

laporan pertanggungjawaban dari masing-masing bagian pada Direktorat 

Jenderal Pembiayaan Perumahan, lalu dimasukkan ke dalam aplikasi 

pertanggungjawaban Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan terhadap 

anggaran yang diberikan oleh Kementerian Keuangan dalam bentuk Daftar 

Isian Pelaksanaan Anggaran.  
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Berikut ini adalah tugas yang dilakukan praktikan selama melaksanakan 

PKL di Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan: 

1. Membuat ID Billing melalui aplikasi DJP Online 

Saat ini Wajib Pajak lebih mudah dalam pemenuhan kewajiban 

perpajakan dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas elektronik yang telah 

disediakan Direktorat Jenderal Pajak. Salah satu fasilitas tersebut adalah e-

Billing. Metode pembayaran pajak secara elektronik menggunakan ID Billing. 

ID Billing sendiri adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem 

Billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran pajak yang akan dilakukan 

Wajib Pajak. Sistem yang menerbitkan ID Billing untuk pembayaran atau 

penyetoran penerimaan negara secara elektronik, tanpa perlu membuat Surat 

Setoran manual. Banyak kemudahan dan manfaat yang bisa Anda dapatkan 

jika membuat kode e-billing pajak di OnlinePajak, yaitu: 

- Aman : Sudah disahkan DJP. Sistem e-billing OnlinePajak sudah 

disahkan oleh DJP dengan Surat Keputusan KEP-72/PJ/2016. 

- Mudah : Aplikasi pajak terintegrasi. Mulai buat ID billing, bayar pajak 

online dan e-filing pajak bisa dilakukan dalam satu aplikasi terpadu. 

- Efisien : Buat kode e-billing pajak di OnlinePajak lebih mudah dan 

efisien. Setelah mendapatkan ID billing, Anda bisa bayar pajak online 

melalui Bank BNI, input data NTPN. 

 

 

https://www.online-pajak.com/id/e-billing
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Dalam hal ini, praktikan diberikan tugas untuk membuat ID Billing 

pada masing-masing bagian yang ada pada Direktorat Jenderal Pembiayaan 

Perumahan. Berikut adalah alur pengerjaan untuk membuat ID Billing, yaitu 

sebagai berikut: 

 Awalnya praktikan diberikan form dari masing-masing bagian pada 

Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan. (Lampiran 10) 

 Kemudian praktikan terlebih dahulu membuka situs sse2.pajak.go.id pada 

website Direktorat Jenderal Pajak Online. 

 Lalu klik “Isi Surat Setoran Elektronik” dan isi form sesuai Pajak 

Penghasilannya. 

 Jika jenis pajak yang dikenakan adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 

misalnya untuk jenis honorarium, maka masukkan NPWP Satuan Kerja 

Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, isi Jenis Pajak “411121-PPh 

Pasal 21”, isi Jenis Setoran “100-Masa PPh Pasal 21”, isi Masa Pajak, isi 

Tahun Pajak, dan isi Jumlah Setor sesuai nilai yang tertera pada form. Lalu 

klik “Simpan”. 

 Jika jenis pajak yang dikenakan adalah Pajak Penghasilan Pasal 22, maka 

masukkan NPWP Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembiayaan 

Perumahan, isi Jenis Pajak “411122-PPh Pasal 22”, isi Jenis Setoran “100-

Setoran Masa”, isi Masa Pajak, isi Tahun Pajak, dan isi Jumlah Setor 

sesuai nilai yang tertera pada form. Lalu klik “Simpan”. 

 Jika jenis pajak yang dikenakan adalah Pajak Penghasilan Pasal 23 

misalnya untuk jenis sewa, maka masukkan NPWP Satuan Kerja 
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Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, isi Jenis Pajak “411124-PPh 

Pasal 23”, isi Jenis Setoran “100-Setoran Masa”, isi Masa Pajak, isi Tahun 

Pajak, dan isi Jumlah Setor sesuai nilai yang tertera pada form. Lalu klik 

“Simpan”. 

 Jika Jenis Setoran dipungut oleh Bendahara APBN, maka masukkan Jenis 

Pajak “411211-PPN Dalam Negeri” untuk jenis rekanan, isi Jenis Setoran 

“910-Pemungut Bend APBN”, isi Masa Pajak, Subjek Pajak sesuai NPWP 

rekanan/ nama perusahaannya dan isi Jumlah Setor sesuai nilai yang 

tertera pada form. Lalu simpan. (Lampiran 11) 

 Setelah menginput, lalu print dan bayarkan tagihan ke bank. (Lampiran 

12) 

 

2. Memasukkan data pada Aplikasi Konfirmasi dan Koreksi 

Penerimaan Negara 

Setelah membuat ID Billing, lalu datanya diprint dan bayarkan tagihan 

ke bank. Kemudian keluar resi, lalu input ke Aplikasi Konfirmasi dan Koreksi 

Penerimaan Negara. Aplikasi Konfirmasi dan Koreksi Penerimaan Negara 

yang digunakan oleh Satuan Kerja maupun individu untuk melakukan 

konfirmasi penerimaan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) 

dalam rangka melakukan pengecekan atas setoran yang telah dilakukan 

apakah sudah masuk ke kas negara atau belum. 

Untuk melakukan konfirmasi dan koreksi penerimaan, Satuan Kerja 

diwajibkan untuk menginput data yang akan dikonfirmasi atau dikoreksi ke 
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dalam Aplikasi Konfirmasi dan Koreksi Penerimaan Negara agar bisa diproses 

di aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) karena tidak 

ada proses manual pada aplikasi SPAN. 

Dalam hal ini, praktikan diberikan tugas untuk memasukkan data pada 

Aplikasi Konfirmasi dan Koreksi Penerimaan Negara. Berikut adalah alur 

pengerjaan untuk memasukkan data pada Aplikasi Konfirmasi dan Koreksi 

Penerimaan Negara, yaitu sebagai berikut: 

 Awalnya praktikan diberikan resi untuk memasukkan data. 

 Praktikan membuka Aplikasi Konfirmasi dan Koreksi Penerimaan Negara, 

kemudian masukkan user dan password. Lalu klik “OK”. 

 Tampilah Aplikasi Konfirmasi dan Koreksi Penerimaan Negara setelah 

login. 

 Lalu klik “Data Konfirmasi” kemudian klik “Input Data” 

 Masukkan data seperti pada Tabel 3.1. Lalu klik “Simpan”. (Lampiran 13) 

Tabel 3.1 Input Data Konfirmasi 

KODE 

NTPN 

KODE 

NTB 

KODE 

AKUN 

NILAI 

SETOR 

KODE 

SATKER 

TGL 

REKAM 

      

 

3. Membuat e-spt Pajak Penghasilan Pasal 21 

E-spt Pajak Penghasilan Pasal 21 atau e-spt PPh Pasal 21 digunakan 

untuk melakukan pelaporan pajak penghasilan berupa gaji, upah honorarium, 
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tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang 

sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Hal tersebut 

dilaporkan secara online sehingga mudah, cepat dan efisien untuk melaporkan 

pajak. 

Dalam hal ini, praktikan diberikan tugas untuk membuat e-spt Pajak 

Penghasilan Pasal 21. Berikut adalah alur pengerjaan untuk membuat e-spt 

Pajak Penghasilan Pasal 21, yaitu sebagai berikut: 

 Praktikan diberikan kwitansi sesuai dengan jenis pajaknya. (Lampiran 10) 

 Praktikan memilih data seperti untuk PPh Pasal 21: dbpph21, kemudian 

masukkan username dan password e-spt PPh Pasal 21. 

 Klik “Pilih SPT”, lalu klik “Buka SPT”. 

 Setelah itu pilih Masa Bulannya, lalu klik “Buka SPT”. Kemudian klik 

“OK”. 

 Klik “Isi SPT”, lalu pilih Daftar Bukti Potong dan klik “Final” untuk 

misalnya honor narasumber atau PNS. 

 Untuk membuat bukti potong PPh Pasal 21 yang baru, klik “Baru”. 

 Klik “Referensi” sesuai data yang terlampir, lalu masukkan nominal pada 

Jumlah Penghasilan Bruto dan masukkan tarif PPh Pasal 21 sebesar 15% 

dan akan menghasilkan nominal PPh Dipotong. Lalu klik “Simpan”. 

 Lalu klik “Isi SPT”, pilih Daftar SSP/ Pbk. 

 Untuk membuat SSP/ Pbk untuk pemotongan PPh 21, klik “Tambah”. 

 Masukkan Kode Akun Pajak, Kode Jenis Setoran, Tanggal SSP, NTPN, 

Jumlah PPh Disetor. Lalu klik “Simpan”. 
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 Untuk mencetak SPT Induk. Klik “Isi SPT”, pilih SPT Induk. 

 Klik “Pernyataan dan Ttd Pemotong”, isi form. Lalu klik “Simpan” dan 

klik “OK”. 

 Klik “Pernyataan dan Ttd Pemotong”, isi form. Lalu klik “Cetak”. Dan 

akan menampilkan SPT PPh Pasal 21. (Lampiran 14) 

 

4. Membuat e-spt Pajak Penghasilan Pasal 22 

E-spt Pajak Penghasilan Pasal 22 atau e-spt PPh Pasal 22 digunakan 

untuk melakukan pelaporan pajak penghasilan sehubungan dengan transaksi 

pembayaran atas penyerahan barang, kegiatan impor dan kegiatan penjualan 

barang yang tergolong sangat mewah. Hal tersebut dilaporkan secara online 

sehingga mudah, cepat dan efisien untuk melaporkan pajak. 

Dalam hal ini, praktikan diberikan tugas untuk membuat e-spt Pajak 

Penghasilan Pasal 22. Berikut adalah alur pengerjaan untuk membuat e-spt 

Pajak Penghasilan Pasal 22, yaitu sebagai berikut: 

 Praktikan diberikan kwitansi sesuai dengan jenis pajaknya. (Lampiran 10) 

 Praktikan memilih data seperti untuk PPh Pasal 22: dbpph22, kemudian 

masukkan username dan password e-spt PPh Pasal 22. 

 Klik “Program”, lalu pilih “Buka SPT yang Ada”. 

 Pilih bulannya pada Masa Pajak, setelah itu klik “Buka”. 

 Pilih Buka SPT untuk Diedit Kembali/ Revisi, kemudian klik OK. 
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 Klik “SPT PPh”, pilih Daftar Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22, lalu klik 

“Atas Pembelian Barang oleh Bendaharawan”. 

 Kemudian klik “Baru”. Masukkan NTPN, Tanggal Pembayaran SSP, klik 

“Tabel WP”, pilih NPWP perusahaan. Lalu masukkan nominal pada Harga 

Pembelian dan PPh yang Dipungut sesuai dengan kwitansi. 

 Klik “Simpan”, lalu klik “Yes”. 

 Untuk mencetak SSP PPh Pasal 22. Klik “SPT Tools”, pilih Menu 

Cetakan. Tick semua pada kotak dibagian kiri, lalu klik “Cetak”. Dan akan 

menampilkan Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22. (Lampiran 15) 

 

5. Membuat e-spt Pajak Penghasilan Pasal 23 

E-spt Pajak Penghasilan Pasal 23 atau e-spt PPh Pasal 23 digunakan 

untuk melakukan pelaporan pajak penghasilan yang terutang atas penyerahan 

dividen, bunga, royalti, sewa, dan jasa-jasa. Hal tersebut dilaporkan secara 

online sehingga mudah, cepat dan efisien untuk melaporkan pajak. 

Dalam hal ini, praktikan diberikan tugas untuk membuat e-spt Pajak 

Penghasilan Pasal 23. Berikut adalah alur pengerjaan untuk membuat e-spt 

Pajak Penghasilan Pasal 23, yaitu sebagai berikut: 

 Praktikan diberikan kwitansi sesuai dengan jenis pajaknya. (Lampiran 10) 

 Praktikan memilih data seperti untuk PPh Pasal 23: dbpph23, kemudian 

masukkan username dan password e-spt PPh Pasal 23. 

 Lalu klik “Program” dan pilih Buka SPT yang Ada. 
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 Pilih bulannya pada Masa Pajak, lalu klik “Buka”. 

 Pilih Buka SPT untuk Diedit Kembali/ Revisi, klik “OK”. 

 Klik “SPT PPh”, pilih Bukti Potong PPh Pasal 23. 

 Misalnya untuk Jenis Penghasilan Sewa atau Jasa Konsultan. Masukkan 

Tanggal Pemotongan, klik “Tabel WP”, masukkan nominal Jumlah 

Penghasilan Bruto (berdasarkan DPP) sesuai dengan kwitansi dan hitung 

PPh yang Dipotong pada Ms. Excel. (Lampiran 16) 

 Klik “Simpan”, kemudian klik “Yes”. 

 Setelah itu klik “OK”. 

 

6. Membuat SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai 

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap 

pertambahan nilai dari barang atau jasa. Dalam hal ini, untuk membuat SPT 

Masa Pajak Pertambahan Nilai, belum ada aplikasi seperti e-spt pada Pajak 

Penghasilan, maka harus diinput secara manual. Berikut adalah alur 

pengerjaan untuk membuat SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai, yaitu sebagai 

berikut: 

 Untuk PPN yang Dipungut oleh Bendahara Pengeluaran. Masukkan Nama 

Rekanan, NPWP Rekanan, Faktur Pajak, DPP, hitung PPN pada Ms. 

Excel, Tanggal Bayar Tagihan, Tanggal Setor PPN sesuai dengan 

kwitansi. (Lampiran 17) 

 Adapun perhitungannya dapat melalui Ms. Excel. (Lampiran 18) 
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7. Melakukan verifikasi dokumen, rekap belanja barang persediaan dan 

stock opname barang yang akan dihapuskan 

Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan berpedoman pada Standar 

Akuntansi Pemerintahan.  Dimana SAP itu sendiri adalah prinsip-prinsip 

akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan 

Keuangan Pemerintah. Untuk menghasilkan Laporan Keuangan yang benar 

dan akurat perlu didukung oleh kegiatan verifikasi dokumen, rekap terhadap 

belanja barang persediaan juga diperlukan dan stock opname barang yang 

akan dihapuskan. Berikut alur pengerjaan dalam memverifikasi dokumen, 

rekap terhadap belanja barang persediaan juga diperlukan dan stock opname 

barang yang akan dihapuskan yaitu sebagai berikut: 

 Praktikan diberikan form “Daftar Barang Ruangan”, form tersebut berisi 

daftar barang beserta jumlahnya yang ada di masing-masing ruangan. 

 Kemudian praktikan juga diberikan form yang berisi uraian pekerjaan 

masing-masing ruangan, jumlah barang, dan harga barang, yang kemudian 

dicocokan dengan form “Daftar Barang Ruangan”.  

 Selanjutnya praktikan ke gudang untuk memastikan kesesuaian jumlah 

fisik barang dengan data barang yang ada pada form dan memastikan 

adanya barang-barang yang akan dihapuskan karena faktor-faktor tertentu 

seperti rusak. (Lampiran 19) 
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C. Kendala Yang Dihadapi 

Pada saat melaksanakan PKL di Direktorat Jenderal Pembiayaan 

Perumahan, praktikan mendapatkan beberapa kendala yang harus diselesaikan. 

Kendala tersebut adalah: 

 Pada meja praktikan tidak disediakan komputer, sementara pekerjaan yang 

ditugaskan kepada praktikan membutuhkan sarana tersebut. 

 Awalnya praktikan sulit dalam menjalani tugas-tugas yang diberikan 

dalam praktek kerja karena terbiasa menghadapi dunia perkuliahan yang 

biasanya hanyalah teori yang didapatkan. 

 Awalnya praktikan masih kurang memahami aplikasi yang ada pada 

Satuan Kerja karena kode pada masing-masing aplikasi berbeda-beda.  

 Pengetahuan praktikan mengenai penggunaan Standar Akuntansi 

Pemerintahan masih sangat minim. 

 

D. Cara Mengatasi Kendala 

Praktikan diharapkan dapat menyelesaikan kendala-kendala yang 

dihadapi selama pelaksanaan PKL dengan cara-cara sebagai berikut: 

 Praktikan meminta izin agar dapat menggunakan komputer, ketika 

diberikan tugas. 

 Berusaha untuk aktif bertanya kepada pembimbing mengenai tugas dan 

pekerjaan yang diberikan serta mencoba untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungan kerja di tempat praktikan melaksanakan PKL. 
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 Lebih banyak belajar dan aktif bertanya mengenai aplikasi yang 

digunakan, agar tugas yang diberikan kepada praktikan dapat terselesaikan 

dengan baik. 

 Praktikan lebih mempelajari bagaimana penggunaan Standar Akuntansi 

Pemerintahan. 
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BAB IV 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini merupakan langkah awal untuk 

memasuki dan merasakan bagaimana dunia kerja yang sebenarnya, serta 

memperoleh pengalaman berharga yang hanya bisa didapatkan ketika terjun 

langsung dalam dunia kerja. Adapun praktikan melaksanakan Praktik Kerja 

Lapangan di Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan. Banyak sekali yang 

praktikan peroleh ketika melaksanakan PKL seperti bagaimana dapat 

menyesuaikan diri dalam lingkungan kerja, cara menghadapi beberapa 

masalah, bersikap teliti, dan profesional, serta memperoleh ilmu yang 

bermanfaat. 

Selama melaksanakan PKL di Direktorat Jenderal Pembiayaan 

Perumahan, maka Praktikan dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

 Praktikan dapat mengetahui secara langsung hal-hal yang terjadi pada 

dunia kerja yang berbeda dengan dunia perkuliahan. 

 Praktikan dapat bersikap bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan 

dan dapat memahami arti pentingnya tugas tersebut. 

 Praktikan dapat memperoleh pengetahuan mengenai Standar Akuntansi 

Pemerintahan.  
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 Praktikan dapat mengetahui tentang aplikasi perpajakan seperti e-spt PPh 

Pasal 21, 22, 23, e-Billing, Aplikasi Konfirmasi dan Koreksi Penerimaan 

Negara. 

 Dengan adanya PKL, maka praktikan harus lebih menambah ilmu dan 

pengetahuan, agar nantinya dapat menghadapi persaingan dalam dunia 

kerja. 

 

B. Saran 

Setelah melaksanakan kegiatan PKL terdapat beberapa kekurangan dan 

kelebihan yang dirasakan oleh praktikan. Untuk itu, ada beberapa saran yang 

diharapkan berguna bagi pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu: 

1. Bagi Praktikan Lain 

 Ada baiknya, sebelum melaksanakan PKL, diharapkan praktikan dapat 

mengetahui dan mempelajari profil dan latar belakang tempat pelaksanaan 

PKL.  

 Praktikan sebaiknya aktif bertanya kepada pembimbing apabila 

mengalami kendala dalam mengerjakan tugas yang diberikan. 

 Menjaga nama baik Universitas Negeri Jakarta dengan bersikap sopan 

selama melaksanakan PKL. 
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2. Bagi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

 Sebaiknya praktikan diberikan pengarahan sebelum melaksanakan PKL, 

agar praktikan dapat memahami hal-hal yang perlu dilakukan dan hal-hal 

yang perlu dihindarkan. 

 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNJ diharapkan dapat menjalin 

hubungan kerja sama yang baik dengan dunia kerja agar memudahkan 

bagi praktikan yang akan melaksanakan kegiatan PKL. 

 

3. Bagi Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan 

 Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan diharapkan dapat saling 

bekerja sama dengan universitas-universitas agar pelaksanaan kegiatan 

PKL dapat berjalan dengan baik dan lancar. 

 Sebaiknya memberikan gambaran terlebih dahulu mengenai tugas yang 

akan dilaksanakan oleh praktikan. 

 Tetap memberikan kepercayaan kepada praktikan dalam memberikan 

tugas saat berlangsungnya kegiatan PKL. 

 Sebaiknya segera merealisasikan penggunaan e-spt PPN, agar pekerjaan 

menjadi lebih efisien. 
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Lampiran 1  

Surat Permohonan Pelaksanaan PKL 
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Lampiran 2  

Surat Penerimaan Izin PKL 
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Lampiran 3 

Surat Penyelesaian PKL 
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Lampiran 4 

Daftar Hadir PKL 
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Lampiran 5 

Penilaian PKL 
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Lampiran 6 

Log Harian PKL 
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Lampiran 7 

Logo Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
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Lampiran 8 

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan 
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Lampiran 9 

Struktur Organisasi Satuan Kerja Pembiayaan Perumahan 
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Lampiran 10 

Bukti Kwitansi 
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Lampiran 11 

Pembuatan ID Billing 

 

 

 

 

 

Login ke website 

DJP Online 

Klik Isi SSE dan 

isi form sesuai PPh 
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Masukkan NPWP, Jenis 

Pajak PPh 21 untuk jenis 

honor, Jenis Setoran, Masa 

Pajak, Tahun Pajak, 

Jumlah Setor sesuai nilai 

yang tertera pada form 
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Masukkan NPWP, Jenis Pajak PPh 21 untuk jenis honor, Jenis Setoran, 

Masa Pajak, Tahun Pajak, Jumlah Setor sesuai nilai yang tertera pada form 

 

Klik Simpan 

Masukkan NPWP, Jenis 

Pajak PPh 22 untuk 

jenis konsumsi, Jenis 

Setoran, Masa Pajak, 

Tahun Pajak, Jumlah 

Setor sesuai nilai yang 

tertera pada form. Lalu 

Simpan 
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Jika Jenis Setoran dipungut oleh Bendahara APBN 

 

Masukkan NPWP, Jenis 

Pajak PPh 23 untuk 

jenis sewa, Jenis 

Setoran, Masa Pajak, 

Tahun Pajak, Jumlah 

Setor sesuai nilai yang 

tertera pada form. Lalu 

Simpan 

Masukkan Jenis Pajak 

PPN Dalam Negeri untuk 

jenis rekanan, Jenis 

Setoran, Masa Pajak, 

Subjek Pajak sesuai 

NPWP rekanan dan 

Jumlah Setor sesuai nilai 

yang tertera pada form 
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Klik Simpan 

Masukkan Jenis Pajak 

PPh 22 untuk jenis 

rekanan, Jenis Setoran, 

Masa Pajak, Subjek Pajak 

sesuai NPWP rekanan dan 

Jumlah Setor sesuai nilai 

yang tertera pada form 
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Setelah menginput, lalu print dan bayarkan tagihan ke bank. Kemudian keluar 

resi,  lalu input ke Aplikasi Konfirmasi dan Koreksi Penerimaan Negara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik Simpan 
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Lampiran 12 

Bukti Cetakan Kode Billing 

 

 

 



71 

 

 
 

Lampiran 13 

Memasukkan data pada Aplikasi Konfirmasi dan Koreksi Penerimaan 

Negara 

 

 

 

Masukkan user 

dan password 

Tampilan Aplikasi 

Konfirmasi dan 

Koreksi Penerimaan 

Negara 
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Klik Data Konfirmasi 

kemudian Input Data 

Masukkan NTPN, 

NTB, Akun, Nilai 

Setor sesuai form. 

Lalu klik simpan 
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Lampiran 14 

Pembuatan e-spt Pajak Penghasilan Pasal 21 

 

 

 

Login e-spt PPh 

21 

Klik Pilih SPT, 

lalu Buka SPT 
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Pilih Masa 

Bulannya, lalu 

klik Buka SPT 

Klik OK 
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Klik Isi SPT, lalu 

pilih Daftar Bukti 

Potong dan klik 

Final untuk misal 

honor narasumber 

atau PNS 

Untuk membuat 

bukti potong PPh 

21 yang baru, klik 

Baru 
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Klik Referensi sesuai 

data yang terlampir, 

lalu masukkan 

nominal pada Jumlah 

Penghasilan Bruto 

dan masukkan tarif 

PPh 21 sebesar 15% 

dan akan 

menghasilkan nominal 

PPh Dipotong. 

Kemudian Simpan 

Klik Isi SPT, pilih 

Daftar SSP/Pbk 
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Untuk membuat SSP/ 

Pbk untuk 

pemotongan PPh 21, 

klik Tambah 

Masukkan Kode 

Akun Pajak, Kode 

Jenis Setoran, 

Tanggal SSP, NTPN, 

Jumlah PPh Disetor. 

Lalu klik Simpan 
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UNTUK MENCETAK SPT INDUK 

 

 

 

 

Klik Isi SPT, 

pilih SPT Induk 

Klik Pernyataan 

dan Ttd 

Pemotong, isi 

form. Lalu klik 

Simpan dan klik 

OK 
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Klik Pernyataan 

dan Ttd 

Pemotong, isi 

form. Lalu klik 

Cetak  

Tampilan SPT 

PPh 21 
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Lampiran 15 

Pembuatan e-spt Pajak Penghasilan Pasal 22 

 

 

 

 

Login e-spt 

PPh 22 

Klik Program, 

pilih Buka SPT 

yang Ada 
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Pilih bulannya pada 

Masa Pajak, lalu 

klik Buka 

Pilih Buka SPT 

untuk Diedit 

Kembali/ Revisi, 

klik OK 
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Klik SPT PPh, pilih 

Daftar Surat Setoran 

Pajak PPh Pasal 22, lalu 

klik Atas Pembelian 

Barang oleh 

Bendaharawan 

Klik Baru 
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Masukkan NTPN, 

Tanggal 

Pembayaran SSP, 

klik Tabel WP, pilih 

NPWP perusahaan. 

Lalu masukkan 

nominal pada Harga 

Pembelian dan PPh 

yang Dipungut 

sesuai dengan 

kwitansi 

Klik Simpan, 

lalu klik Yes 
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UNTUK MENCETAK SSP PPH 22 

 

 

 

 

Klik SPT Tools, 

pilih Menu 

Cetakan 

Tick semua 

pada kotak di 

bagian kiri, lalu 

klik Cetak 
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Tampilan SSP 

PPh 22 
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Lampiran 16 

Pembuatan e-spt Pajak Penghasilan Pasal 23 

 

 

 

 

Login e-spt PPh 23, 

lalu klik Program 

dan pilih Buka SPT 

yang Ada 

Pilih bulannya 

pada Masa Pajak, 

lalu klik Buka 
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Pilih Buka SPT 

untuk Diedit 

Kembali/ Revisi, 

klik OK 

Klik SPT PPh, pilih 

Bukti Potong PPh Pasal 

23 
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Untuk Jenis 

Penghasilan Sewa. 

Masukkan Tanggal 

Pemotongan, klik 

Tabel WP, 

masukkan nominal 

Jumlah Penghasilan 

Bruto (berdasarkan 

DPP) sesuai dengan 

kwitansi dan hitung 

PPh yang Dipotong 

pada Ms. Excel 

Perhitungan 

menggunakan 

Ms. Excel 
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Klik Simpan, 

lalu klik Yes 

Klik OK 
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Untuk Jenis 

Penghasilan Jasa 

Konsultan. 

Masukkan Tanggal 

Pemotongan, klik 

Tabel WP, 

masukkan nominal 

Jumlah Penghasilan 

Bruto (berdasarkan 

DPP) sesuai dengan 

kwitansi dan hitung 

PPh yang Dipotong 

pada Ms. Excel 

Klik Simpan, 

lalu klik Yes 
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Lampiran 17 

Faktur Pajak Pertambahan Nilai 
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Lampiran 18 

Pembuatan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai 

 

 

 

 

Untuk PPN yang Dipungut 

oleh Bendahara 

Pengeluaran. Masukkan 

Nama Rekanan, NPWP 

Rekanan, Faktur Pajak, 

DPP, hitung PPN pada Ms. 

Excel, Tanggal Bayar 

Tagihan, Tanggal Setor 

PPN sesuai dengan 

kwitansi 

Perhitungan PPN 

dengan tarif 

sebesar 10 % 
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Hasil Input SPT 

Masa PPN yang 

Dipungut oleh 

Bendahara 

Pengeluaran 
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Lampiran 19 

Form verifikasi dokumen, rekap belanja barang persediaan dan stock 

opname barang yang akan dihapuskan 
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Lampiran 20 

Kartu Bimbingan PKL 
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